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       Praktek Kerja Lapangan (PKL) betujuan Membekali mahasiswa dengan 

pengalaman kerja sebenarnya yang belum pernah didapat sebelumnya dan 

memenuhi salah satu persyaratan kelulusan untuk memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi yang dilakukan selama 40 hari di Unit Pelayanan Pajak Daerah 

Cilandak, khususnya pada bagian Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian, 

Satuan Pelaksana Pelayanan, dan Subbagian Tata Usaha. Selama melaksanakan 

PKL, praktikan melaksanakan beberapa tugas, seperti melakukan pelayanan 

dengan melakukan pendataan terhadap wajib pajak yang ingin mengajukan 

permohonan pengurangan PBB dan melakukan pengukuran objek pajak yang 

ingin diajukan oleh wajib pajak.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

       Fenomena meningkatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia yang 

semakin tinggi maka semakin tinggi juga sumber daya manusia yang dimiliki 

Indonesia. Namun dengan tingginya sumber daya manusia tidak memastikan 

bahwa sumber daya tersebut memiliki daya saing dengan negara lain. Oleh 

karena itu Indonesia harus bersaing dengan negara-negara lainnya untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing. Hal 

tersebut dapat diraih dengan terjun langsung ke dunia kerja maka sumber daya 

tersebut akan terlatih dengan sendirinya. Di dunia kerja, seseorang dituntut 

tidak hanya mengandalkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya, namun ia harus 

membekali dirinya dengan keahlian dan keterampilan yang berdaya saing 

tinggi agar mampu bersaing dalam dunia yang semakin global seperti saat ini. 

Dengan keahlian tersebut seseorang mampu bekerja secara optimal didalam 

bidang yang di milikinya dan mampu memberi manfaat baik bagi dirinya 

maupun bagi instansi tempat ia bekerja.  

       Kesiapan adalah segala sesuatu yang harus dipersiapkan dalam 

melaksanakan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Untuk itu kesiapan dalam 

memasuki dunia kerja diperlukan pengetahuan tentang gambaran orang-orang 

bekerja pada suatu bidang pekerjaan tertentu, (Smyth dan Cerbner dalam 

Wright 1985) memberikan batasan dunia kerja pada kelompok kerja yang 
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memiliki  keahlian seperti: eksekutif bisnis, pejabat, pegawai kantor, guru, 

hakim, jaksa, pengacara, wartawan, dokter, ilmuan, petugas kepolisian, 

personel militer, artis, mandor, perawat, penjual, dan yang tidak memiliki 

keahlian seperti: penjahit, penghibur, petani, nelayan, pelayan, dan ibu rumah 

tangga. 

       Mahasiswa lulusan dari perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi 

penerus bangsa dalam memajukan perekonomian Indonesia. Pada 

kenyataannya, lulusan baru dari perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam 

beradaptasi dengan dunia kerja nyata di suatu perusahaan. Hal ini disebabkan 

karena kurangnya kompetensi dan pengetahuan para mahasiswa terhadap 

praktik pada dunia kerja nyata, sehingga para mahasiswa tidak mampu 

beradaptasi dengan lingkungan kerja dan sulit memenuhi kompetensi yang 

dibutuhkan perusahaan atau lembaga pemerintahan. Oleh karena itu, 

mahasiswa perlu meningkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan dalam beradaptasi dengan dunia kerja nyata yang dilakukan 

melalui PKL. PKL adalah sebuah sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan 

teori-teori yang diterima saat proses pembelajaran di bangku kuliah ke dalam 

dunia kerja yang sebenarnya. 

       Pihak Universitas Negeri Jakarta menetapkan salah satu persyaratan  bagi 

setiap mahasiswanya untuk mengikuti program PKL sebagai syarat kelulusan, 

serta untuk menciptakan  lulusan yang berkualitas dan siap bersaing di dalam 

dunia dunia kerja. PKL juga merupakan suatu program untuk memberikan 

pengalaman kerja lapangan bagi praktikan sekaligus memberikan pengalaman 
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langsung bersosialisasi di lingkugan masyarakat serta meningkatkan wawasan, 

pengetahuan dan keterampilan.  

       Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta, praktikan menjalankan kewajiban untuk melaksanakan kegiatan PKL 

pada di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak, Jl. Kaimun Jaya, No. 10 

Cilandak 12240, Jakarta Selatan, selama kurang lebih dua bulan atau 40 hari 

kerja. 

 

B. Maksud dan Tujuan PKL 

       Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan  PKL ini antara lain : 

1. Maksud PKL 

a. Memperluas dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang 

diperoleh selama di bangku kuliah untuk diterapkan langsung di dalam 

lapangan kerja yang nyata 

b. Membandingkan dan menerapkan pengetahuan akademis berupa teori 

dan praktik di dalam pekerjaan seperti yang telah didapatkan praktikan 

sesuai dengan jurusan yaitu akuntansi 

c. Memberikan kontribusi terhadap institusi atau lembaga pemerintahan 

dimana praktikan ditempatkan, yaitu Unit Pelayanan Pajak Daerah 

Cilandak 
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2. Tujuan PKL 

a. Membekali mahasiswa dengan pengalaman kerja sebenarnya yang 

belum pernah didapat sebelumnya. 

b. Menetapkan disiplin, rasa tanggung jawab, dan sikap profesional dalam 

bertugas sehingga menambah pengalaman dalam persiapan untuk terjun 

langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. 

c. Membina dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi – UNJ 

dengan instansi pemerintah atau swasta dimana mahasiswa 

ditempatkan. 

 

C. Kegunaan PKL 

       Adapun kegunaan PKL selama praktikan melaksanakan kegiatan di Unit 

Pelayanan Pajak Daerah Cilandak antara lain : 

1. Kegunaan Bagi Praktikan 

a. Mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja nyata. 

b. Melatih disiplin dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. 

c. Melatih mahasiswa agar dapat bersosialiasi dalam suatu organisasi dan 

bekerja sama dalam suatu organisasi. 

 

2. Kegunaan Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

a. Menjalin dan meningkatkan kerjasama antara Fakultas Ekonomi – UNJ 

dengan instansi dimana mahasiswa ditempatkan. 

b. Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang 

mempunyai calon-calon pekerja yang berkualitas. 
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3. Kegunaan Bagi Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak 

a. Adanya kemungkinan untuk menjalin hubungan yang berkelanjutan 

antara instansi tempat PKL dengan UNJ. 

b. Mendapat tenaga kerja tambahan untuk menyelesaikan pekerjaan. 

 

D. Tempat PKL 

       Praktikan melaksanakan PKL di Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 

yaitu : 

Tempat  : Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak  

Alamat  : Jl. Kaimun Jaya,No.10 Jakarta Selatan 

No. Telepon/Fax : (021) 75917509 

E-mail  : uppdcilandak11@gmail.com 

       uppd_cilandak@yahoo.com 

       Praktikan memilih UPPD Cilandak Jakarta Selatan sebagai tempat 

melaksanakan PKL karena letak kantor UPPD Cilandak Jakarta Selatan yang 

berdekatan dengan letak rumah praktikan, selain itu, praktikan menganggap 

bahwa UPPD merupakan tempat yang tepat untuk melatih kemampuan 

praktikan di bidang perpajakan.  

 

E. Jadwal Waktu PKL 

       Praktikan melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak 

selama kurang lebih 40 hari kerja, yaitu dimulai dari tanggal 18 Juli 2016 

sampai dengan 9 September 2016. Pratikan melakukan kegiatan PKL pada 

waktu kerja normal yang berlaku di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak 

mailto:uppdcilandak11@gmail.com
mailto:uppd_cilandak@yahoo.com
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yaitu pada hari Senin sampai Jumat. Pelaksanaan kegiatan PKL dibagi menjadi 

3 tahap, yaitu: 

 

1. Tahap Persiapan 

       Tahap persiapan adalah langkah pertama dalam pelaksanaan kegiatan 

PKL. Pada tahap persiapan ini, praktikan membuat surat izin melaksanakan 

PKL dari Universitas Negeri Jakarta untuk diajukan kepada Dinas 

Pelayanan Pajak DKI Jakarta pada tanggal 30 Juni 2016. Selanjutnya, 

praktikan diberikan surat rekomendasi dari Dinas Pelayanan Pajak untuk 

ditempatkan di Unit Pelayanan Pajak Daerah terdekat dari domisiili tempat 

tinggal praktikan yaitu di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak pada 

tanggal 1 Juli 2016. Dan pada tanggal 13 Juli 2016 praktikan memberikan 

surat rekomendasi tersebut ke Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak. 

 

2. Tahap Pelaksanaan 

       Pada tahap pelaksanaan, kegiatan PKL dilaksanakan selama kurang 

lebih 40 hari kerja. Kegiatan PKL dilaksanakan mulai hari Senin, 18 Juli 

2016 sampai dengan hari Jumat, 9 September 2016. 

 

3. Tahap Penulisan Laporan PKL 

       Pada tahap penulisan laporan PKL dilaksanakan setelah pelaksanaan 

kegiatan PKL. Pada tahap ini, praktikan menyusun laporan dari hasil 

kegiatan PKL setelah praktikan mendapatkan data-data yang diperlukan 
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dalam pembuatan Laporan PKL dan praktikan mendapat dosen pembimbing 

yang sudah ditentukan untuk berkonsultasi dalam penulisan laporan PKL. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 

A. Sejarah Dinas Pelayanan Pajak 

       Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta didirikan pada tanggal 11 

September 1952 yang pada waktu itu bernama Kantor Urusan Pajak. Sesuai 

dengan perkembangannya telah berubah beberapa kali nama maupun struktur 

organisasinya yang disesuaikan dengan kondisi pada waktu itu. Sampai dengan 

tahun 1966 unit kerja yang menangani pendapatan di Provinsi DKI Jakarta 

bernama Urusan Pendapatan dan Pajak sebagai salah satu bagian dari 

Direktorat Keuangan Provinsi DKI Jakarta.  

       Sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-undang nomor 5 tahun 1974 

tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah, yang menetapkan bahwa 

pembentukan, susunan organisasi dan formasi Dinas Daerah ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam 

Negeri, maka dikeluarkan Peraturan Daerah nomor 5 tahun 1983 tanggal 6 

Oktober 1983 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja Dinas 

Pendapatan Daerah DKI Jakarta yang sekaligus merubah status dan sebutan 

dari Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta menjadi Dinas Pendapatan 

Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 84 

tahun 1995 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan 

Daerah DKI Jakarta. 
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      Untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 1995 tersebut, 

Gubernur Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan Keputusan Nomor 1926 

tahun 1996 tentang rincian tugas, wewenang dan tanggung jawab seksi-seksi 

dan sub-bagian di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. 

Diberlakukannya Undang-undang nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah sebgai akibat dari semakin luasnya cakupan pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara otomatis merubah kondisi organisasi 

perangkat daerah termasuk Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. Peraturan 

Daerah yang berlaku di DKI Jakarta pun mengalami perubahan.  

       Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah baru mengenai 

organisasi daerah yaitu Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2001 tentang bentuk 

susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD 

Provinsi DKI Jakarta. Kemudian pada tahun 2008, Pemerintah Daerah Provinsi 

DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah yang merubah sebutan Dinas Pendapatan Daerah 

DKI Jakarta menjadi Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Untuk 

menindak lanjuti Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2008 ini, Gubernur sebagai 

Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur nomor 

34 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak 

Provinsi DKI Jakarta.    

       Selanjutnya pada tahun 2011, Gubernur Provinsi DKI Jakarta menerbitkan 

peraturan yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 29 tahun 2011 

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah. 
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Kemudian setelah kurang lebih 3 tahun berjalan, pada tanggal 24 Desember 

tahun 2014, Gubernur Provinsi DKI Jakarta kembali menerbitkan Peraturan 

Gubernur nomor 242 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pelayanan Pajak, dan Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014 tentang 

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Pajak Daerah, yang 

sampai sekarang ini dijadikan landasan peraturan mengenai Dinas Pelayanan 

Pajak dan Unit Pelayanan Pajak Daerah.  

       Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014, Unit Pelayanan 

Pajak Daerah (UPPD) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan 

Pajak Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan pemungutan seluruh pajak 

daerah sesuai kewenangannya. UPPD mempunyai lingkup wilayah kerja pada 

Kecamatan. UPPD dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kapala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah 

Visi dan Misi dari Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta: 

Visi : Pelayanan yang profesional dalam optimalisasi penerimaan pajak daerah 

Misi : 

a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif. 

b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan 

melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan 

permasalahan hukum pajak daerah. 

c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan 

pelayanan pajak daerah. 
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d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sdm, sarana prasarana 

perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran 

dan program dinas. 

e. Mengoptimalkan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

pelayanan pajak daerah. 

f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah. 

 

B. Struktur Organisasi Dinas Pelayanan Pajak 

       Struktur organisasi dari Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta 

Pusat tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Nomor 242 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

Pelayanan Pajak Pasal 4 Ayat 2. Berikut adalah gambar struktur organisasi 

Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta dan juga struktur Suku Dinas Pajak Kota 

Administrasi Jakarta Pusat: 

Gambar II.1 

Struktur Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta 
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Gambar II.2 

Struktur Organisasi Suku Dinas Pajak Jakarta Pusat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 

242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak, 

terdapat penjelasan mengenai struktur dari Dinas Pelayanan Pajak. Pada 

peraturan tersebut juga dijelaskan mengenai tugas-tugas apa saja yang harus 

dijalankan oleh setiap bagian yang ada di Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI 

Jakarta. 
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Namun pada tahun 2016, Gubernur Provinsi DKI Jakarta membuat 

beberapa perubahan mengenai organisasi dan tata kerja Dinas Pelayanan Pajak. 

Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 

Peraturan Gubernur Nomor 242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pelayanan Pajak.  

 

C. Struktur Organisasi Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak 

 

       Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta diperbaharui berdasarkan 

Peraturan Gubernur No.242 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI jakarta, diikuti dengan Peraturan 

Gubernur No.332 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD), Peraturan Gubernur No.312 Tahun 

2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pajak Kendaraan 

Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Unit PKB dan BBN-KB) 

dan Peraturan Gubernur No.288 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi (Humas 

DPP). Susunan struktur organisasi UPPD Cilandak adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 Bagan Susunan Organisasi UPPD 

       Berdasarkan Peraturan Gubernur nomor 332 tahun 2014, susunan 

Organisasi UPPD, adalah sebagai berikut : 

a. Kepala Unit 

Kepala Unit mempunyai tugas sebagai berikut : 

1. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPPD. 

2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan 

Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional. 

3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan 

fungsi UPPD. 
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b. Sub bagian Tata Usaha 

       Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan 

administrasi UPPD. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala 

Subbagian Tata Usaha yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Unit. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : 

1. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran 

UPPD sesuai dengan lingkup tugasnya. 

2. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan 

anggaran UPPD. 

3. Melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan 

rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran UPPD. 

4. Menyusun pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD. 

5. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPD. 

6. Melaksanakan pengelolaan kearsipan UPPD. 

7. Menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, 

pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada UPPD. 

8. Memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan 

kenyamanan kantor UPPD. 

9. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan kecamatan dan 

kelurahan sesuai lingkup wilayahnya. 

10. Mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan 

serta akuntabilitas UPPD. 
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c. Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah 

       Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah merupakan Satuan Kerja lini 

UPPD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak daerah 

sesuai kewenangannya. Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah dipimpin 

oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak 

Daerah mempunyai tugas sebagai berikut: 

1. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPD 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

2. Menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD sesuai 

dengan Iingkup tugasnya. 

3. Memberikan pelayanan informasi dan konsultasi perpajakan daerah. 

4. Menerima, meneliti, memvalidasi, merekam pelaporan dan pembayaran 

pajak daerah. 

5. Melaksanakan perekaman, pengelolaan dan pengamanan basis data pajak 

daerah. 

6. Menerbitkan, mengukuhkan, mencabut dan menghapus Nomor Pokok 

Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah. 

7. Menerbitkan imbauan pembayaran dan pelaporan pajak daerah. 

8. Menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang. 

9. Meneliti, memproses dan mengadministrasikan permohonan pembebasan, 

pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, penghapusan, 

pengurangan ketetapan pajak dan/atau sanksi administrasi pajak daerah. 
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10. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah. 

 

d. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah 

       Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah merupakan 

Satuan Kerja lini UPPD dalam pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah 

sesuai kewenangannya. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak 

Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Saluan Pelaksana yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. Satuan Pelaksana 

Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah mempunyai tugas : 

1. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran UPPD sesuai 

dengan Iingkup tugasnya. 

2. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran UPPD 

sesuai dengan lingkup tugasnya. 

3. Menyusun bahan pedoman, slandar dan prosedur leknis UPPD sesuai 

dengan lingkup lugasnya. 

4. Melaksanakan penilaian objek pajak daerah. 

5. Melaksanakan pendataan dan pemuktahiran data subjek dan objek pajak 

daerah termasuk data geografis/spasial. 

6. Melaksanakan pengumpulan informasi data harga jual dan transaksi sebagai 

bahan penilaian. 

7. Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata/Nilai Jual Objek Pajak. 

8. Melakukan pembentukan dan penyempurnaan kode dan peta Zona Nilai 

Tanah. 
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9. Melaksanakan penelitian lapangan dalam rangka penyelesaian permohonan 

pembebasan, pengurangan, pembetulan, keberatan, pembatalan, 

penghapusan dan perubahan data objek dan subjek pajak daerah. 

10. Melakukan penerbitan bidang reklame. 

11. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan 

Pelaksana Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah. 

 

e. Subkelompok Jabatan Fungsional 

       Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat 

fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional UPPD sebagai 

bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan Pajak. 

Subkelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Ketua Subkelompok 

Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Unit. Ketentuan lebih lanjut mengenai Subkelompok Jabatan 

Fungsional UPPD diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari 

pengaturan Subkelompok Jabatan Fungsional Dinas Pelayanan Pajak sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

D. Kegiatan Umum Instansi 

       Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 332 

Tahun 2014 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit 

Pelayanan Pajak Daerah, UPPD merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pelayanan Pajak dalam pelaksanaan pemungutan  seluruh pajak daerah 

sesuai kewenangannya kecuali Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama 
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Kendaraan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Penerangan 

Jalan, dan Pajak Rokok.  

       Dalam menjalankan tugasnya, UPPD menyelenggarakan fungsi  

sebagai berikut:  

1. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran UPPD;  

2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran  

UPPD;  

3. Penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis UPPD;  

4. Pendataan, penilaian, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah;  

5. Pendaftaran, pengukuhan, dan penatausahaan subjek dan objek pajak 

daerah;  

6. Pelayanan penerimaan permohonan pengurangan dan keberatan pajak 

daerah;  

7. Penegakan ketentuan dan peraturan perpajakan daerah;  

8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan UPPD;  

9. Pelaksanaan koordinasi pelayanan pemungutan pajak daerah pada lingkup 

kecamatan;  

10. Penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan pemungutan pajak daerah 

pada lingkup kecamatan;   

11. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang UPPD;  

12. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara UPPD;  

13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi  

UPPD.
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BAB III 

PELAKSANAAN PKL 

A. Bidang Kerja  

       Pratikan melaksanakan PKL di UPPD Cilandak diberikan kesempatan di 

Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian, Satuan Pelaksana Pelayanan, dan 

Subbagian Tata Usaha. Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian bertugas 

dalam kegiatan pelaksana penagihan pajak daerah sesuai dengan 

wewenangnya. Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah merupakan Satuan 

Kerja lini UPPD dalam pelaksanaan kegiatan pendataan dan pemeriksaan pajak 

daerah sesuai kewenangannya. Subbagian Tata Usaha betugas dalam 

pelaksanaan administrasi UPPD sesuai dengan wewenangnya. Dalam tugasnya, 

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kasubbag Tata Usaha serta Satuan 

Pendataan dan Satuan Pelaksana Pendataan dipimpin oleh Kasatpel. Tugas 

yang diberikan kepada praktikan secara umum adalah:  

1. Melaksanakan tugas di Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah yaitu:  

a. Melakukan pengadminitrasian berkas-berkas yang diminta WP pada  

pengurangan PBB-P2 

 

2. Melaksanakan tugas di Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian yaitu: 

a. Melakukan pengukuran objek pajak yang ingin diajukan oleh wajib 

pajak 

b. Melakukan input data permohonan pengurangan PBB-P2. 
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3. Melaksanakan tugas di Subbagian Tata Usaha yaitu  

a. Merekapitulasi surat tagihan PBB-P2, BPHTB, Reklame, dan PAT 

b. Merekapitulasi Surat Tugas 

 

B. Pelaksanaan Kerja  

       Selama melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak, 

praktikan mendapat kesempatan untuk membantu pegawai di Satuan Pelaksana 

Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah, Satuan Pelaksana Pelayanan, dan 

Subbagian Tata Usaha. Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada praktikan 

tidak terlalu sulit, karena praktikan mendapat pengarahan dan bimbingan 

tentang bagaimana cara melakukan pekerjaan tersebut dengan baik, benar, dan 

teliti. Pelaksanaan tugas yang diberikan kepada praktikan antara lain sebagai 

berikut: 

1. Melaksanakan tugas di Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah 

       Praktikan diberikan kesempatan dalam mejalankan tugas sebagaimana 

yang telah dilakukan oleh pegawai di Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak 

Daerah yakni memberikan pelayanan kepada WP yang ingin membayar 

kewajibannya sebagai warga negara. Sebelumnya, praktikan sudah diajarkan 

bagaimana cara melayani WP oleh salah satu pegawai di UPPD. Berikut 

langkah-langkah yang praktikan . Berikut adalah tugas yang diberikan 

kepada praktikan selama berada di Satuan Pelaksana Pelayanan Pajak 

Daerah: 
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a. Melakukan pengadminitrasian berkas-berkas pada pengurangan 

PBB-P2 

Pengadministrasian berkas bertujuan untuk memudahkan pegawai pajak 

dalam mencari SK Pengurangan Pajak apabila akan diambil oleh wajib 

pajak dan dalam penyimpanan digudang. Pengadministrasian berkas SK 

Pengurangan Pajak dilakukan untuk menyatukan SK Pengurangan Pajak 

yang telah selesai dibuat oleh pegawai pajak. 

      Pada kegiatan ini praktikan mengadministrasikan seluruh SK 

Pengurangan PBB-P2 yang sudah selesai dibuat oleh pegawai pajak dengan 

bantuan Mi2crosoft Excel. Hasil pekerjaan praktikan dapat dilihat pada 

lampiran 10. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam tugas ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Praktikan menerima berkas-berkas SK Pengurangan PBB-P2 oleh 

pegawai, lalu menyusun berkas tersebut sesuai dengan urutan nomor 

SK Pengurangan PBB-P2 

b. Lalu membuka Microsoft Excel yang berisi data objek pajak. Pada 

setiap objek pajak tersebut terdapat informasi berupa nomor pelayanan, 

NOP wajib pajak, dan nama wajib pajak. 

c. Kemudian, mencari NOP dari wajib pajak yang terdapat dalam SK 

Pengurangan Pajak dengan menggunakan (Ctrl+F) dengan mengetik 

NOP atau dengan mengetik nama dari objek pajak yang diinginkan. 



 
 

 
 

23 

d. Setelah pencarian ditemukan, selanjutnya praktikan mencatat nomor SK 

Pengurangan PBB-P2 yang sesuai dengan NOP WP yang terdapat 

dalam SK Pengurangan Pajak tersebut 

       Pekerjaan ini dilakukan untuk menyatukan SK pengurangan pajak yang 

telah selesai dibuat dan untuk mempermudah karyawan dalam mengambil 

berkas pengurangan pajak apabila wajib pajak hendak mengambil dan juga 

agar berkas tidak tercampur dengan berkas yang lain. Hasil dari tugas yang 

dilakukan oleh praktikan tidak terdapat pada lampiran dikarenakan tidak 

diperbolehkannya oleh pegawai dalam mengambil data dari hasil  tugas 

yang dikerjakan praktikan. 

2. Melaksanakan tugas di Satuan Pelaksana Pendataan dan Penilaian 

        Praktikan di percayakan untuk membantu pegawai dibagian Satuan 

Penilaian dan Pendataan. Sebelum bertugas praktikan sudah diajarkan 

bagaimana cara mengimput dan menghitung pajak berdasarkan 

tarifnya.Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan selama 

berada di Satuan Pendataan dan Penilaian Pajak Daerah:    

a. Melakukan pengukuran objek pajak yang ingin diajukan oleh 

wajib pajak 

1. Pada pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 

         Saat para wajib pajak mengajukan permohonan Pengurangan 

PBB-P2 dibagian Pelayanan, data blangko mereka dikumpulkan 

dan diserahkan dibagian Penilaian dan Pendataan untuk dilakukan 

Cek Lapangan. Praktikan ditugaskan mengukur dan memfoto 

bangunan tersebut. Disini luasnya objek pajak yang diukur akan 
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dicocokkan dengan luas objek yang tertera di sertifikat hak milik. 

Kondisi bangunan juga menjadi pertimbangan. Apakah dengan 

kondisi bangunan tersebut layak diberi pengurangan. Setelah 

diukur, semua data dicek kebenarannya. Lalu diserahkan ke 

pimpinan UPPD untuk ditandatangani. Pimpinan UPPD akan 

memberikan keputusannya apakah permohonan wajib pajak dapat 

diterima atau ditolak sesuai dengan persenan pengurangan yang 

diajukan pemohon. Hasil dari tugas yang dilakukan oleh praktikan 

dapat dilihat pada lampiran 19. 

 

2. Pada pengajuan permohonan reklame baru 

       Saat para wajib pajak mengajukan permohonan reklame baru 

diPelayanan, data blangko mereka dikumpulkan dan diserahkan di 

Satuan Penilaian dan Pendataan untuk dilakukan Cek Lapangan. 

Praktikan ditugaskan mengukur dan memfoto papan reklame yang 

telah disediakan WP. Disini luasnya objek pajak yang diukur akan 

dicocokkan dengan luas objek yang tertera di blangko yang sudah 

diisi oleh WP pada saat daftar reklame baru. Setelah diukur, semua 

data dicek kebenarannya. Lalu diserahkan ke pimpinan UPPD 

untuk ditandatangani. Hasil dari tugas yang dilakukan oleh 

praktikan dapat dilihat pada lampiran 7. 
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b. Melakukan input data permohonan pengurangan PBB-P2.  

 Setelah mengukur objek pajak praktikan melakukan pengimputan 

yang sebelumnya sudah mendapat bimbingan yang diberikan pegawai 

UPPD kepada praktikan, berikut adalah langkah-langkah praktikan 

menginput data permohonan pengurangan pokok piutang dan 

penghapusan sanksi administrasi tahun pajak sebelum dikelola oleh 

Pemerintah Daerah:  

a. Praktikan membuka aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pajak 

Bumi dan Bangunan (SIMPBB) yang terdapat di komputer UPPD 

b.  Klik menu Pelayanan lalu pilih Input Permohonan, lalu akan tampil 

formulir Input Permohonan Pelayanan 

c.  Praktikan memasukan jenis Status Kolektif, yaitu individu 

d.  Praktikan memasukan tanggal diterimanya data permohonan 

pengurangan yang diajukan WP, dan tanggal perkiraan data tersebut 

selesai di proses, yaitu maksimal satu bulan setelah pengajuan 

permohonan 

e.  Praktikan memasukan Jenis Pelayanan berupa angka, 08, yang 

berarti Pengurangan/Pembebasan Sebagian/Pengenaan 

f. Praktikan memasukan Nomor Objek Pajak (NOP) yang terdiri dari 

18 digit dan terdapat di SPPT WP, sehingga akan muncul nama WP 

serta alamat Objek Pajak Contoh:  
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       Praktikan memasukan NOP 31 73 040 003 011 0056 0, dan akan 

muncul nama WP, yaitu James, serta alamat Objek Pajak, yaitu di Gang 

H. Naim  Nomor 7 

a. Praktikan memasukan tahun pajak sesuai dengan permohonan yang 

diajukan WP, misalnya WP mengajukan permohonan pengurangan 

untuk tahun 2010, maka praktikan akan memasukan tahun 2010 

b.  Praktikan memasukan kategori WP. Misalnya mantan pejuang 

kemerdekaan. Maka secara otomatis, WP tersebut mendapat 

pengurangan sebesar 75% dari sistem sesuai dengan UU yang 

berlaku 

c. Praktikan menandai kolom Lampiran Dokumen, contohnya jika 

WP melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SPPT, maka 

praktikan akan menandai di bagian fotokopi KTP dan fotokopi 

SPPT, yang berarti WP hanya melampirkan dokumen tersebut 

d.  Klik Simpan, sehingga muncul Nomor Pelayanan, dan praktikan 

akan memberikan nomor pelayanan tersebut kepada pegawai 

UPPD, nomor pelayanan ini berguna bagi WP untuk memeriksa 

apakah permohonan pengurangan yang diajukan sudah selesai di 

proses atau belum.  

       Tugas ini tidak terlalu sulit karena sebelum memulai input data, 

praktikan diberikan pengarahan terlebih dahulu serta diberikan 

dokumen yang berisi tutorial input pengurangan PBB-P2. Hasil dari 

tugas yang dilakukan oleh praktikan dapat dilihat pada lampiran 21. 
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3. Melaksanakan tugas di Subbagian Tata Usaha 

       Praktikan di percayakan untuk membantu pegawai di Subbagian 

Tata Usaha. Sebelum bertugas praktikan sudah diajarkan bagaimana 

cara merekapitulasi surat-surat yang masuk ke subbagian tata uasaha. 

Berikut adalah tugas yang diberikan kepada praktikan selama berada di 

Subbagian Tata Usaha Pajak Daerah: 

 

a. Merekapitulasi surat tagihan PBB-P2, BPHTB, Reklame, dan PAT 

Praktikan membantu pegawai UPPD untuk merekapitulasi surat tagihan 

PBB-P2, BPHTB, Reklame, dan PAT. Langkah langkah yang praktikan 

lakukan adalah sebagai berikut: 

a. Praktikan memeriksa setiap dokumen PBB-2 untuk 

mengelompokannya berdasarkan bulan dan kecamatannya. 

b. Praktikan memeriksa setiap dokumen BPTHB untuk 

mengelompokannya berdasarkan bulan dan kecamatannya. 

c. Praktikan memeriksa setiap dokumen untuk mengelompokan 

manakah data yang termasuk pembetulan, pendaftaran awal, 

perpanjangan dan konfirmasi pembongkaran reklame. 

d. Praktikan memeriksa setiap dokumen PAT untuk 

mengelompokannya berdasarkan bulan dan kecamatannya. 

       Hasil dari tugas yang dilakukan oleh praktikan tidak terdapat 

pada lampiran dikarenakan tidak diperbolehkannya oleh pegawai 

dalam mengambil data dari hasil  tugas yang dikerjakan praktikan. 
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b. Merekapitulasi Surat Tugas 

        Praktikan membantu pegawai Tata Usaha UPPD untuk 

merekapitulasi Surat Tugas yang dibuat untuk ditujukan ke pegawai 

UPPD kemuadian di disposisi oleh Kepala Unit. Berikut adalah 

langakah-langkah pengerjaan yang praktikan lakukan: 

a. Praktikan menerima surat yang telah disposisi dari pegawai 

b. Kemudian praktikan menggunakan Ms. Excel dalam 

merekapitulasi 

c. Setelah itu praktikan menyalinnya kedalam Ms. Excel dan 

mengurutkannya berdasarkan no surat. 

       Sebenarnya tugas ini tidak terlalu sulit. Namun ketekunan dan 

ketelitian menjadi modal utama dalam pengerjaannya dikarenakan tugas 

ini. Hasil dari tugas yang dilakukan oleh praktikan dapat dilihat pada 

lampiran 20. 

 

C. Kendala yang dihadapi  

       Dalam melaksanakan PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) 

Cilandak Jakarta Selatan, praktikan juga tidak terlepas dari permasalahan 

dan kesulitan saat mengerjakan tugas. Permasalahan selama 

melaksanakan PKL di UPPD Cilandak Jakarta Selatan adalah sebagai 

berikut:  

1. Banyaknya tumpukan arsip berkas masing-masing jenis pajak yang 

tidak sesuai dengan lokasi kecamatannya, sehingga untuk memilahnya 
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membutuhkan waktu yang agak lama, karena harus dikelompokkan 

sesuai dengan masing-masing kecamatannya.  

2. Kurangnya fasilitas yang memadai. Seperti internet yang hanya 

terhubung dengan pegawai UPPB saja.  

3. Walaupun akses dari rumah ke kantor tidak jauh, namun jalan yang 

dilalui kerap dijumpai kemacetan yang cukup parah.  

  

D. Cara Mengatasi Kendala  

       Dengan kendala yang dialami praktikan, praktikan mengatasinya 

dengan cara:  

1. Untuk mempercepat pekerjaan praktikan dalam penginputan berkas 

masing-masing pajak. Sebelum memasukan datanya, terlebih dahulu 

praktikan mengelompokkan data ini sesuai dengan jenis pajak dan 

letak kecamatannya. Karena bila langsung memasukan bersamaan 

dengan mengurutkan datanya satu per satu pasti akan lebih lama 

proses pengerjaannya.  

2. Pratikan membawa laptop serta menyiapkan kuota yang cukup bila 

ada saat-saat diperlukan. Apabila praktikan kurang memahami 

mengenai pajak daerah, pratikan akan membaca buku pedoman 

tentang pajak daerah yang telah diberikan UPPD. 

3. Mengusahakan bangun lebih awal agar tidak kesiangan supaya tidak 

tejebak macet dijalan. Dan tidak lupa minta restu dari orang tua 

sebelum berangkat ke kantor. 
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BAB IV 

KESIMPULAN 

  

A. Kesimpulan  

       Praktikan merasa besyukur Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberikan 

kesempatan untuk PKL di Unit Pelayanan Pajak Daerah Cilandak, karena 

seiring berjalananya kegiatan PKL di UPPD Cilandak tersebut, ternyata 

membuat praktikan semakin tertarik terhadap perpajakan daerah, dan praktikan 

merasa bahwa pengetahuan praktikan tentang perpajakan daerah juga menjadi 

bertambah dibanding sebelumnya. Dalam melaksanakan PKL praktikan 

dituntut untuk bersikap disiplin, tanggungjawab, cepat tanggap terhadap 

masalah yang dihadapi, dan aktif dalam menjalankan tugas.  

Selama pelaksanaan PKL di UPPD Cilandak Jakarta Selatan, praktikan dapat 

mengambil kesimpulan, antara lain:  

a. Praktikan dapat menjalankan kegiatan operasional di bidang perpajakan 

yang dilakukan oleh setiap satuan pelaksana dan subbagian di Unit 

Pelayanan Pajak Daerah Cilandak 

b. Praktikan mengetahui adanya Sistem Pemungutan Pajak Daerah online 

Pemerintah DKI Jakarta dan cara mengaplikasikannya 

c. Praktikan mengetahui adanya persyaratan yang dapat diajukan untuk 

memperoleh pengurangan pajak
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d. Kegiatan PKL memberikan pengalaman, pengetahuan, wawasan yang baru 

kepada praktikan dan juga memberikan gambaran yang jelas mengenai 

dunia kerja yang sesungguhnya. 

 

B. Saran  

       Melalui kegiatan PKL ini, selain diharapakan  dapat menerapkan ilmu-

ilmu yang diperoleh selama di bangku perkuliahan, dengan kegiatan ini  

mahasiswa juga diharapkan untuk bisa mengembangkan kemampuan 

bersosialisasi, beradaptasi, dan bersaing di dunia kerja yang semakin ketat ini. 

Berdasarkan pengalaman praktikan selama melaksanakan kegiatan PKL di 

UPPD Cilandak Jakarta Selatan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan 

oleh pihak-pihak terkait untuk dijadikan masukan dan saran  agar proses 

kegiatan PKL seperti ini dapat berjalan dengan lebih baik kedepannya, yaitu:  

1. Bagi mahasiswa:  

a. Mahasiswa harus membiasakan kedisiplinan supaya menjadi tenaga kerja 

yang profesional. 

b. Mahasiswa harus mampu bersosialisasi dan berkomunikasi dengan baik 

agar pekerjaan yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik. 

c. Mahasiswa harus terus belajar  dan mengasah diri agar memiliki 

keterampilan dan kemampuan dan dapat bersaing di dunia kerja. 
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2. Bagi Fakultas Ekonomi:  

a. Memberikan pengarahan dan panduan kepada mahasiswa sebelum 

melaksanakan PKL, agar mahasiswa bisa mempersiapkan diri dengan 

baik. 

b. Melakukan kerjasama dengan instansi dalam mendukung mahasiswanya 

untuk menyelenggarakan kegiatan PKL. 

c. Selalu mengupdate teori dan ilmu yang diberikan agar tidak ada 

perbedaan atau ketinggalan ilmu atau yang didapat di kampus dengan 

praktik yang ada di lapangan. 

3. Bagi UPPD Cilandak:  

a. Kelompokan data sesuai dengan jenis dan alamat kelurahan pajak supaya 

memudahkan pegawai saat melakukan penginputan data. 

b. Tambahkan beberapa pegawai lagi untuk bekerja di UPPD merupakan 

langkah yang tepat, agar dapat membagi-bagi tugas dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan kualitas 

pelayanan di UPPD Cilandak
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Lampiran 1 

Lembar Penilaian Praktek Kerja Lapangan  
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Lampiran 2 
 

Laporan Surat Tugas UPPD Cilandak  
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Lampiran 3 

Laporan Surat Keputusan  
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Lampiran 4 

Daftar Hadir Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 5 

Daftar Hadir Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 6 

Daftar Hadir Praktek Kerja Lapangan 
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Lampiran 7 

Laporan Hasil Penelitian Reklame Baru  
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Lampiran 8 

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKSD) 
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Lampiran 9 

Laporan Hasil Penelitian Lapangan BPHTB
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Lampiran 10 

Kertas Kerja Perhitungan Besarnya Persentasi Pembebasan Sebagian PBB-P2 
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Lampiran 11 

Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daenah Cilandak  
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Lampiran 12 

Surat Keputusan Kepala Unit Pelayanan Pajak Daenah Cilandak  
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Lampiran 13 

Formulir Pelayanan Wajib Pajak 
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Lampiran 14 

Surat Pemberitahuan Objek Pajak PBB-P2  

`
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Lampiran 15 

Surat Pernyataan Pemecahan SPPT P-2 
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Lampiran 16 

Lembar Form Pengisian Permohonan Pecah PBB 
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Lampiran 17 

SPPT PBB-P2 
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Lampiran 18 

Formulir Pelayanan Wajib Pajak   
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Lampiran 19 

Laporan Hasil Penelitian Laporan PBB-P2  
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Lampiran 20 

Laporan Surat Tugas 
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Lampiran 21 

Input Pelayanan Pengurangan PBB-P2 
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Lampiran 22 

Surat Pemberitahuan Izin Magang Mahasiswa 
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Lampiran 23 

Laporan Kegiatan Harian Praktek Kerja Lapangan 
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